
PT LIS Diduga Tidak Memiliki
Izin, Sat Pol PP Batang Hari
Akan Lakukan Deteksi Dini
Batang Hari, Jambi – Diduga belum mengantongi izin, Satuan
Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Batang  Hari  akan  melakukan
deteksi  dini  terhadap  PT  Linda  Industri  Sawit  di  Desa
Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi terkait perizinan, Kamis
(24/08/2023).

Kepala Satuan Pol-Pp, Adnan, melalui Kepala Bidang Penegak
Peraturan Perundang-undangan Daerah, Saipul Anwar, mengatakan
bahwa pihaknya sudah membahas persoalan tersebut.

“Hal  itu  baru  saja  dirapatkan.  Rencananya  akan  dilakukan
deteksi  dini  pada  Senin  besok  dengan  melibatkan  pihak
terkait,”  ucapnya.

Ia  menyebutkan,  pihak  yang  akan  dilibatkan  yakni,  Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas DPMPTSP, Pemerintah Desa
dan Kecamatan setempat.

“Untuk Pemerintah Desa dan pihak Kecamatan nantinya kita hanya
mencari  keterangan-keterangan  sejauh  mana  proses  izin  yang
sudah mereka (red: PT LIS) lakukan,” tambahnya.

Mengenai sanksi apa yang akan diberikan, Saipul mengatakan,
sesuai dengan pemeriksaan nanti.

“Mengenai sanksi, tergantung hasil pemeriksaan dari setiap OPD
yang terkait tersebut. Biasanya, kalau bangunan yang sudah
dibangun tanpa izin dari PUTR kemudian izinnya baru keluar,
maka akan dikenakan denda,” jelasnya.

Untuk menutup aktivitas perusahaan PT LIS, nantinya tergantung
rekomendasi dari pihak terkait tersebut.
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Saipul  menegaskan,  seharusnya  perusahaan  mengajukan  izin
terlebih dahulu di dinas DPMTSP sebelum melakukan aktivitas.

“Kemungkinan  sanksi  yang  akan  diberikan  berupa  penyegelan
sementara sampai dengan izinnya keluar,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PT LIS sudah bergerak kurang lebih selama
tiga  bulan,  namun  diduga  belum  mengantongi  izin  dari
pemerintah  setempat.  (Red)

 


